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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Ny4 sehingga Kabupaten

Purwakarua dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Cascading Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Tahtnr 2024, sebagaimana diamanatkan dalarn Undmg-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Laporan Akuntabilitas Ktnerla Instansi PemerintalL Penyusunan laporan ini berpedomanpada Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/lxl6/8/2003 tentang Pedoman Penyrsunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Perahnan Menteri Negara Pendayagunaan Aparahr Negara dan Reforrnasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerj a Instansi Pemsrintah.

Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi

pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan ponerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta

pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuarl misi dan visi Dinas Lingkwrgan Hi&rp Kabupaten Purwakarta,

sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang fransparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean

Govemment dan Good Governance.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini berrranfaat dan dapat drgunakan sebagai bahan

tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta perringkatan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan,

kepemudaan, keolahragaan dan pelayanan prima pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Desember 2024

Lingkungan Hidup
Purwakarta
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas 

pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi 

pemerintah. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan 

salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. 

Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun 

membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistimatik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini antara 

lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan 

adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa 

Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi. 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya 

penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi 

realisasi pencapain indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan 

Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini merupakan langkah pemerintah 

untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menyelenggarakan 

manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

1.2 Gambaran Umum 
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Dinas Lingkungan Hidup  merupakan lembaga teknis daerah yang mengurusi pengelolaan 

lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta dengan fungsi sebagai berikut : pengkoordinasian perumusan 

kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, sebagai penyelenggara fasilitasi kepada lembaga swadaya 

masyarakat dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup, perumusan bahan kebijakan Bupati di bidang 

lingkungan hidup,pengkoordinasian dan pengendalian pelaksana teknis operasional di bidang pencegahan 

lingkungan hidup, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional di bidang konservasi 

sumberdaya alam, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional di bidang informasi 

dan kemitraan lingkungan,  

Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis administratif yang meliputi program, 

keuangan, urusan umum dan kepegawaian, perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan, penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan. 

I.3 Struktur Organisasi  

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati 

Kabupaten Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, 

serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai berikut : 

1.  Kepala Dinas 

2.  Sekretaris, membawahi : 

❖ Perencana Ahli Muda Sub sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;  

❖ Ka.Sub Bagian Keuangan; 

❖ Ka.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

3.  Kepala Bidang Tata Lingkungan, membawahi : 

❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; 

❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; 

❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; 
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4.  Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi : 

❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; 

❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; 

❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; 

5.  Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,membawahi: 

❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; 

❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; 

❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda. 

6. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi : 

❖ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda; 

❖ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda; 

❖ Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda. 

7.  Kepala UPTD Laboratorium 

❖ Kepala Subbag Tata Usaha  

8.  Kelompok Jabatan Fungsional 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

 KABUPATEN PURWAKARTA  

 

 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Selanjutnya sebagai Dasar Hukum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor.36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Purwakarta melaksanakan Tugas Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Lingkungan Hidup 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

terdapat pada Lampiran I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. 

➢ Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah 
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kewenangan urusan wajib yang harus dikelola daerah Kabupaten/Kota yaitu salah satunya Urusan di Bidang 

Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 

2016, dimana salah satu isinya adalah pembentukan lembaga teknis yang mengurusi pengelolaan lingkungan 

hidup di daerah yaitu berbentuk Dinas Lingkungan Hidup. 

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan kewenangan 

otonomi daerah Kabupaten Purwakarta di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok 

tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a) Perumusan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan 

Hidup; 

b) Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan di Bidang 

Lingkungan Hidup; 

c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Lingkungan Hidup; 

d) Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; dan 

e) Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Lingkup Tugas dan Fungsinya. 

Untuk menjalankan tugasnya dalam menyediakan data sebagai indikator baik dalam hal 

perencanaan maupun evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah  Kabupaten Purwakarta 

senantiasa memperhatikan komposisi SDM sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang 

diemban dapat dilaksanakan dengan baik.  
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BAB II. 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

II.1 Rencana Strategis 

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir 

pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 

didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta 

isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi 

dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu : VISI : "PURWAKARTA 

CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" ini adalah mengerahkan segala potensi yang 

ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang 

bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan 

Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu 

adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan 

kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama 

masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari. 

II.2 Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta, adapun beberapa misi Kabupaten 

Purwakarta adalah sebagai berikut: 

Misi   : 

 

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berkhlakul Karimah 

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup 

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis 

Potensi Lokal 

4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah 
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5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih 

dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. 

 

Maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memiliki keterkaitan tugas dan fungsi 

dengan misi kedua yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan 

Hidup”.  

Pembangunan berwawasan lingkungan, adalah upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk 

mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup secara terencana, terkendali dan diawasi dalam 

pengelolaan  Sumber Daya Alam baik hulu mau hilir, secara fisik maupun sosial. Dalam rangka menuju 

pelestarian fungsi lingkungan agar dapat diwariskan kepada generasi masa yang akan datang.  

II.3 Tujuan dan Sasaran  

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel. 

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk 

jangka waktu tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat TerhadapPenyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

Tujuan Pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil 

akhir yang akan diwujudkan dan aktivitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka 

Menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi 

yang lebih kongkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dengan mengacu kepada Visi dan 
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Misi  tersebut diatas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024-2026, 

sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi 

sebagaimana dimaksud diatas : 

MISI KEDUA : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan 

Hidup 

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih 

spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan sasaran kinerja bagi unsur Dinas Lingkungan Hidup, 

Tujuan dan Sasaran  dari Dinas Lingkungan Hidup dilampirkan dalam tabel berikut ini: 

TABEL 2.1 

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

No. 

 

 

Tujuan 

 

 

Sasaran 

 

Indikator 

Kinerja 

Target Kinerja Sasaran Pada 

Tahun 2024 

2024 2025 2026 

1 Meningkatkan 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Meningkatnya 

Kualitas Lingkungan 

Hidup 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) Kab/Kota 

67.49 69.09 70.69 

 Terlaksananya 
pengelolaan sampah di 

wilayah Kab/Kota 

75% 75% 75% 

Ketaatan penanggung 

jawab usaha dan/atau 

kegiatan terhadap izin 

lingkungan, izin PPLH 

dan PUU LH yang 

diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota 

100% 100% 100% 

2 Mewujudkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik, 

Bersih, Efektif 

Meningkatnya 

Akuntabitas Publik 

dan Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

Penyelenggaraan 

Capaian SAKIP 

Perangkat Daerah 

BB BB BB 



 BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

 

II-9 

 

dan Akuntabel Pemerintahan 

Daerah 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Baik Baik Baik 

 

II.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum 

Dalam Renstra Purwakarta 2024-2026, pembangunan bidang lingkungan hidup dititik beratkan 

pada Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan 

Yang Berkelanjutan. 

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan serta tantangan pelayanan  maka upaya 

pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dijabarkan secara lebih sistematis 

melalui perumusan strategi sebagai berikut : 

1. Mengembangkan pendidikan dan latihan formal maupun non-formal; 

2. Melengkapi persyaratan teknis laboratorium dalam rangka proses akreditasi layanan pengujian; 

3.  Melaksanakan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air serta 

     keanekaragaman hayati; 

4. Pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber mata air; 

5. Rasionalisasi proses perizinan serta penyelesaian kasus lingkungan;  

6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi lingkungan hidup; 

7. Memfasilitasi proses sengketa lingkungan hidup; 

8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang lingkungan hidup; 

9. Mengembangkan sistem pemantauan lingkungan yang akurat dan terpercaya; 

10. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap potensi sumber-sumber pencemar. 

11. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan di lingkungan kabupaten Purwakarta 

Kebijakan DLH Kabupaten Purwakarta 2024-2026 dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan 

untuk : 
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1. Mengembangkan keahlian dan keterampilan aparatur; 

2. Menyediakan alat dan bahan uji laboratorium secara memadai; 

3. Mengembangkan standarisasi proses pelayanan laboratorium; 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan hidup; 

5. Mewujudkan kelestarian sumber daya alam; 

6. Melindungi dan melestarikan flora dan fauna khas Purwakarta; 

7. Mengamankan sumber mata air; 

8.  Mengembangkan basis data dan akses sistem informasi lingkungan hidup daerah; 

9. Mengembangkan sistem perizinan lingkungan hidup;  

10. Mengembangkan sistem penyelesaian sengketa lingkungan; 

11.  Peningkatan peran DLH sebagai pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian 

pencemaran lingkungan hidup; 

12. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam melestarikan lingkungan 

hidup; 

13. Meningkatkan kualitas laporan lingkungan hidup daerah; 

14. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha yang  menaati 

peraturan lingkungan hidup baik hukum maupun administratif. 

15. Meningkatkan kapasitas pengangkutan sampah. 

16.  Meningkatkan efektivitas pengelolaan TPA. 

17.  Meningkatkan efektivitas penyedotan tinja. 

 

II.5 Cascading Kinerja 

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ 

perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan 
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memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang 

ingin dicapai tahun 2024 berdasarkan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta  

yaitu Membantu Bupati membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan oleh 

Perangkat daerah.  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Purwakarta  mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup; 

2) Penyelenggaraan fasilitasi kepada lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja dibidang 

lingkungan hidup; 

3) Perumusan bahan kebijakan Bupati di bidang lingkungan hidup; 

4) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang pencegahan 

lingkungan hidup; 

5) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang pengendalian 

lingkungan hidup; 

6) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang konservasi 

sumberdaya alam; 

7) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang informasi dan 

kemitraan lingkungan; 

8) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis administratif yang meliputi 

program, keuangan, urusan  umum dan kepegawaian; 

9) Perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan; 

10) Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan; 

11) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebersihan meliputi operasional kebersihan 

dan penyedotan tinja. 
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Berdasarkan sasaran strategis dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta 

tahun 2024-2026 seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang 

selanjutnya dijadikan dasar penentuan program-program sebagai berikut: 

Program  yang ada di bidang Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan untuk periode tahun 

2024 adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; 

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH; 

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( Kehati ); 

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 

6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA 

yang terkait dengan PPLH; 

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; 

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; 

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; 

10. Program Pengelolaan Persampahan. 

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 

merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 

2024, dimana RKPD Kabupaten Purwakarta itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, terutama 

Pembangunan Daerah periode ke 5 Tahun 2024 -2026. Selain itu juga, dengan melihat pencapaian hasil 
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kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pula target RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 

– 2026 dan prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan arah kebijakan dan Program 

Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 – 2026 . 

Ruang lingkup penyusunan Laporan Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2024 adalah: 

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Dinas 

Lingkungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengawasan yang tercantum dalam Renstra 

Dinas Lingkungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 

Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2024 terdiri dari : 

- BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum, struktur organisasi dan ruang 

lingkup 

- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana strategis, visi dan 

misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, strategi dan arah kebijakan umum, dan 

perjanjian kinerja (Cascading Kinerja) 

- BAB III Penutup 
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BAB tTI,

PEF{UTUP

Sehagai bagian penutup dari Laporan Ca-scading Kinerja Dinas J.jngkungsm Hidup

Kabupaten Purwakar.ta Tahun 2024,dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah

untuk memherikan gamharan tingkat pencapaian sasaran maupuntujuan instansi pemerintah

sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada

dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupafen Purwakafiayangmengindikasikantingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaftran pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adatah proses pembuatan

dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,

partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan dernikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang

demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja

pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Purwakarta ini dibuat" semoga ada manfaaffrya, dan semua masukan, kritik serta saran yang

disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan ini kedepan.

III-I03


	a5c088984009e110b589d13241a148075ad3d3a03bdc4abbaba185f1c31013ea.pdf
	eb708d2cf1d6b44ae8a897adbea54ba7e5be2b550a46abac7b74949ea179fb7a.pdf
	a5c088984009e110b589d13241a148075ad3d3a03bdc4abbaba185f1c31013ea.pdf

